
1. Undang-Undang Nomor lTahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupatidan Walikota 

menjadi Undang-Undang ({Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagai mana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 

: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Kornisi Pemilihan Umurn, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pernilihan Umum Kabupaten/Kota; 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang 

Satuan Togas Sistim Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten; 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN, 

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN 
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KLATEN 

TENT ANG 

NOMOR: 4A TAHUN 2024 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KLATEN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KLATEN 

Me.ngingat 

Menimbang 



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6547); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pernilihan 

Um um (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109) sebagai mana telah diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Um um Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

320)sebagaimanatelahbeberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 

tentang Perubahan Kelirna atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Togas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan 



1. Melaksanakan koordinasi intern tahap penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, 

pelaksanaan, dan pelaporan; 

Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Klaten yang terdiridari: 

1. Penanggungjawab; 

2. Koordinator; 

3. Sub Koordinator; 

4. Penyelenggara; 

5. Sub Penyelenggara; 

6.Anggota; dan 

7. Operator SPIP. 

Susunan kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Klaten sebagai mana dimaksud dalam Diltum KESATU 

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 

Wewenang dan tanggungjawab kelompok kerja Satuan Tugas 

Sistem Pegendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN 
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM 
PENGENDELIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMIS! 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 99); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pernerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); 

KETIGA 

KEDUA 

KESATU 

Menetapkan 



penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

c. melakukan monitoring terhadap penyelengaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah. 

2. Koordinator, dengan tugas sebagai berikut: 

a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal 

kegiatan penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah 

ditetapkan; 

b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan 

tim Satuan Togas; 

c. Melakukan koordinasi, integrasidan monitoring 

penyelenggaraan Sistem Pengendaluian Intern Pemerintah 

pada Sub Bagian; 

d. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Togas 

Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangandan 

Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum; dan 

e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggungjawab. 

3. Sub Koordinator, dengan tugas sebagai berikut: 
a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal 

kegiatan penyelenggaraan Sitem Pengendalian Intern 

Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah 
ditetapkan; 

dalam 

2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan 

petunjuk teknis dan standar operasional prosedur 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 

3. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas 

Keuangan dan Pembangunan. 

Togas kelompok kerja Satuan Togas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut: 

Penanggungjawab, dengan tugas sebagai berikut: 

1. penanggungjawab, dengan tugas sebagai berikut : 

a. mengarahkan dan bertanggungjawab 

KEEMPAT 



Pengendalian Intern Pemerintah kepada Koordinator. 

4. Penyelenggara, dengan tugas sebagai berikut: 

a. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi 

kegiatan penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah; 

b. Membantu coordinator dalam merumuskan dan menyusun 

rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

c. melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam 

rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

d. membantu dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

pada Sub Bagian; 

e. membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan 

SatuanTugas Pembina Penyelenggaran Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah dan Inspektorat Utama Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum; 

f. melakukan pengisian kartu kendali; dan 

g. menyusun laporan kegiatan penyelengaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah. 

5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut: 

a. Membantu merumuskan clan menyusun rencana tindak 

penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pernerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang 

telah ditetapkan; 

b. Membantu mengidentifikasi dan menetapakan kegiatan yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di 

masing-masing Sub Bagian; 

c. Membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di 

masing-rnasing Sub Bagian; 

b. Melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring 
penyelenggaraan Sis tern Pengendalian Intern Pemerintah 
pada Sub Bagian; dan 

c. Menyampaikan la po ran penyelenggaran Sistem 



PRIMUS SUPRIONO 

ttd 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KLA TEN 

Ditetapkan di Klaten 
pada tanggal 4 Januari 2024 

d. Membantu dalam memantau progress pelaksanaan kegiatan 

Sistem Pengndalian Intern Pemerintah di masing-masing 

Sub Bagian; 

e. Membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai 

dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan 
fungsi masing-rnasing Sub Bagian; 

f. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah; 

g. Membantu melakukan pengisian kartu kendali dan 

pemenuhan dokumen pendukung kartu kandali; 

h. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Komisi 

Pemilihan Umum Kabuapten Klaten. 

6. Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan tugas 

se bagai berikut : 

a. Mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu 

kendali; 

b. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah; 

c. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Klaten kepada Penyelenggara. 

Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan KPU Kabupaten 

Klaten Nomor 3/PP.07-Kpt/3310/KPU-Kab/1/2021 dinyatakan 

tidak berlaku. 

KELI MA 



N NAMA JABATAN JABATAN DALAM 
0 SATGAS 

1 Ir. Primus Supriono, S.TP I Ketua KPU Pengarah 

2 Samsul Huda, S.H.I Anggota KPU Penanggungjawab 
3 Herlis Setiyanik, S.Sos., M.A Anggota KPU Penanggungjawab 
4 David Indrawan, S.Pt Anggota KPU Penanggungjawab 

5 Muhammad Ansori, S.Pd.I Anggota KPU Penanggungjawab 

6 lka Nurmaliana Dewi, S.E., MAP Sekretaris KPU Ketua 
7 Dra. Wahyu Agustini, MM Kasubbag Hukum dan Sekretaris 

SDM 

8 EriNofianto, SE Kasubbag Anggota 

Perencanaan Data dan 

Informasi 

9 Sony Wicaksono, SAP Kasubbag Keuangan, Anggota 
Umum dan Logistik 

10 Budi Sambodo, S.Sos Kasubbag Teknis Anggota 
Penyelenggara Pemilu 
Partisipasi Hupmas 

11 Murgiyanto, S.Sos Staf Sub Bagian Anggota 
Hukum 

12 Sinar Basuki, SH Staf Sub Bagian Anggota 
Hukum 

13 Jeni Jayanto Sutopo, SE Staf Analis Penegaan Anggota merangkap 
Integritas dan Disiplin Operator Sistem 

SDM Aparatur Pengendalian Intern 

Pemerintah 

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

DI LINGKUNGAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN I<LATEN TAHUN 2024 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KLATEN NOMOR 4A TAHUN 

2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN 

TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN 

LAMPI RAN 



PRIMUS SUPRIONO ~=~~· dengan aslinya 
bupaten Klaten 

Hukum 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KLATEN 

ttd. 

14 Desnata Sandi, S.Kom Staf Analis Data dan Anggota 
Informasi 

15 Wawan Susilo Budiarto, A. Md Staf Penyusunan Anggota 
Bahan Informasi dan 

Publikasi 
16 Juwita Choirunnisa', S.M Staf 

Pengadministrasian Anggota 
Um urn 

17 .Herma wan Staf 
Pengadministrasian Anggota 

Perlengkapan 
18 Minarno Staf Verifikator 

Anggota 
Keuangan 

19 Sugeng Widodo Staf Koordinator Anggota 
Keamanan 
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